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ABSTRACT

The formulation of the policies used community
still has not put the development instrument or-
iented to the needs of the community. One of them
is the enactment of Presidential Decree no. 3 of
1997 which only regulate limitation of liquor.. The-
se conditions encourage community organizations
such as FPI who concentrate on the disobedience
to file a re-test of the material against. Presiden-
tial Regulation no. 74 of 2013 on the Control and
Supervision of Alcoholic Beverages to the Supreme
Court. The emergence of Presidential Regulation
no. 74 of 2013 has not been able to minimize the
circulation of alcohol in the community, it is incre-
asingly alarming. Such conditions encourage go-
vernment efforts to relax the Perpres.

The realization of the policy of relaxing the old
rules is to authorize to determine which areas can
sell liquor. With the relaxation of these rules the
local government will have the authority to deter-
mine which areas can sell it. This policy is done
because the Local Government is considered the
most knowledgeable about which locations require
the permission to sell liquor.

By relaxing the rules, it does not mean that li-
quor class A can be resold in mini market, becau-
se the prohibition of beer sales is still reqgulated in
the Minister of Trade Regulation no. 6/2015 on
the second amendment toMinister of Trade no. 20
/M-DAG/4/2014 concerning Control and Supervi-
sion distribution and sale liquor.

Keywords: Miras, FPI, Policy.
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ABSTRAK

Penyusunan kebijakan yang digunakan untuk ma-
syarakat masih belum menempatkan instrument
pembangunan yang berorientasi pada kebutuhan
masyarakat. Salah satunya adalah pemberlakuan
Keppres No. 3 Tahun 1997 yang hanya mengatur
pembatasan minuman keras. Keppres tersebut jus-
tru memunculkan pro kontra dalam masyarakat.
Kondisi tersebut mendorong masyarakat dan or-
ganisasi masyarakat seperti FPl yang konsen pada
kemaksiatan untuk mengajukan uji materi kemba-
li terhadap Perpres No. 74 tahun 2013 tentang Pe-
ngendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol
ke mahkamah agung. Munculnya Perpres No. 74
Tahun 2013 belum mampu meminimalisir pere-
daran miras di masyarakat, justru semakin meng-
khawatirkan.kondisi tersebut mendorong upaya
pemerintah untuk melakukan relaksasi terhadap
Perpres tersebut.

Wujud dari kebijakan merelaksasi aturan lama
adalah dengan memberikan kewenangan untuk
menetapkan wilayah mana saja yang bisa men-
Jjual minuman beralkohol atau sejenisnya. Dengan
direlaksasinya aturan tersebut maka pemerintah
daerah akan memiliki wewenang untuk mene-
tapkan daerah mana saja yang bisa menjual bir
dan minuman sejenisnya. Kebijakan ini dilakukan
karena Pemerintah Daerah dianggap yang paling
tahu tentang lokasi mana saja yang memerlukan
izin menjual minuman beralkohol dan mana yang
tidak. Dengan merelaksasi aturan tersebut bukan
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LATAR BELAKANG MASALAH:

Dalam proses penyusunan kebijakan
yang digunakan untuk masyarakat umum,
pemerintah masih belum menempatkan in-
strument pembangunan yang berorientasi
pada kebutuhan masyarakat. Tidak jarang
peraturan yang dibuat hanya memberatkan
masyarakat dan tidak bernilai manfaat dan
hanya berorientasi pada pendapatan negara
ataupun daerah. Hal tersebut juga diakibat-
kan oleh banyaknya kepentingan yang ber-
main dalam proses penyusunan kebijakan,
sehingga lebih menonjolkan regulasi yang
menjurus pada kepentingan sepihak dan be-

lum mampu mendeskripsikan masalah sosial.

Salah
Keppres No. 3 Tahun 1997 yang hanya meng-

satunya adalah pemberlakuan

atur pembatasan minuman keras. Keppres
tersebut justru memunculkan pro kontra da-
lam masyarakat. Pro dan Kontra dalam me-
nanggapi aturan dan kebijakan tentang mi-
numan keras mendorong salah satu ormas,
dalam hal ini Front Pembela Islam (FPI) untuk
melakukan langkah dengan menyampaikan
surat kepada Kemendagri untuk melakukan
dialog. Dialog yang dilakukan FPI dengan
Menteri Dalam Negeri menghasilkan kese-

pakan bahwa Menteri dalam negeri tidak
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berarti minuman beralkohol golongan A bisa dijual
kembali di minimarket, karena untuk pelarangan
penjualan bir masih diatur dalam Permendag No.
6/2015 tentang perubahan keddua atas Permen-
dag No. 20/M-DAG/4/2014 tentang Pengendalian
dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, peredaran
dan Penjualan Minuman Beralkohol.

Kata Kunci: Miras, FPI, Kebijakan.

akan memaksa kepala daerah untuk men-
cabut peraturan daerah miras yang sudah
disahkan. Walaupun Menteri Dalam Negeri
menjelaskan bahwa telah terjadi bentrok di
perundang-undangan dimana munculnya
Perda Miras tidak sesuai dengan Keppres
No. 3 tahun 1997. Dengan dasar tersebut FPI
akhirnya melakukan gugatan terhadap Kep-
pres No. 3 tahun 1997. Upaya judicial review
yang dilakukan FPI terhadap Keppres No. 3
tahun 1997 membuahkan hasil dengan dipu-
tuskan oleh MA pada awal Desember 2013.
Putusan tersebut tidak sesuai dengan kei-
nginan ormas yang mengajukan, dalam hal
ini FPL. Karena dalam Peraturan Presiden ter-
sebut masih memberi ruang maraknya kem-
bali minuman keras dikalangan masyarakat.
Pemerintah pusat dinilai tidak sepenuh hati
melakukan pengawasan terhadap peredaran

miras.

Kondisi tersebut mendorong masyarakat
dan organisasi masyarakat seperti FPI yang
konsen pada kemaksiatan untuk mengajukan
uji materi kembali terhadap Perpres No. 74
tahun 2013 tentang Pengendalian dan Peng-
awasan Minuman Beralkohol ke mahkamah
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agung.! Munculnya Perpres No. 74 tahun
2013 tidak lepas dari benturan antara sejum-
lah peraturan daerah yang melarang total
peredaran minuman beralkohol dan Kepp-
res No. 3 Tahun 1997 yang hanya mengatur
pembatasan. Polemik dan pro kontra yang
terjadi pada tahun 2012 mendorong Kemen-
dagri untuk melakukan evaluasi terhadap

perda-perda miras di sejumlah daerah.?

Munculnya aturan dan kebijakan seperti
itu menunjukkan bahwa ada yang dirugikan
dengan aturan tersebut. Hal ini semakin di-
perkuat dengan munculnya Perda larangan
miras dari beberapa daerah. Perda tersebut
mendapat respon yang berbeda dari Kemen-
terian Dalam Negeri (Kemendagri). Tindakan
yang dilakukan oleh Kemendagri adalah de-
ngan memanggil Kepala Daerah dan mem-
berikan ultimatum terhadap Perda larangan
Miras. Hasilnya banyak kepala Daerah yang
membatalkan Perda Tersebut. Namun masih
banyak Kepala Daerah yang tidak memba-
talkan Perda tersebut, salah satunya Bupati
Indramayu. Alasan yang menjadi dasar dari
Bupati Indramayu adalah untuk melindungi
generasi muda dari minuman keras. Dibawah
ini beberapa daerah yang mempunyai Perda
tentang Minuman Keras dan Minuman Bera-
lkohol.

Soal Miras, FPI: Tak Boleh Sekedar Perpres,
Tempo.co.id, Sabtu 20 Desember 2014

2 SBY Terbitkan Perpres Miras Baru, Jumat 03
JAnuari 2014, www.republika.co.id, diakses pada
tanggal 13 Januari 2016.
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Tabel. 1 Daerah Yang Memiliki Perda Yang
Mengatur Minuman Keras dan Minuman

Beralkohol
NO | WILAYAH PERDA
1 | Kota Perda No. 5 Tahun 2001 Tentang
Cilegon Pelanggaran Kesusilaan, Minuman
Keras, perjudian, penyalahgunaan
Narkoba, Psikotropika dan Zat adiktif
lainnya di Kota Cilegon
2 | Kota Perda No. 11 Tahun 2002 Tentang
Denpasar | usaha Perdagangan Minuman

beralkohol

3 | Kabupaten | Perda No. 7 Tahun 2005 tentenga

Indramayu | Pelarangan Minuman Beralkohol
4 | Kota Perda No. 7 Tahun 2005 Tentang
Tangerang | pelarangan Pengedaran dan Penjualan
Minuman Beralkohol
5 | Kota Perda Nomor 7 Tahun 2005 tentang
Tangerang | Pelarangan Peredaran Minuman
Beralkohol
6 | Kota Perda Kota Malang No. 5 Tahun 2006
Malang Tentang Pengawasan, Pengendalian

dan Pelarangan Penjualan Minuman
Beralkohol

7 | Kabupaten | Perda No.6 Tahun 2006 Tentang

Purworejo | Larangan menjual, membeli dan
menggunakan minuman keras dan
minuman beralkohol di Kabupaten
Purworejo

8 | Kota Perda No. 06 Tahun 2008 Tentang

Depok Penanggulangan Minuman Keras

9 |Bandung | Perda No. 11 Tahun 2010 tentang

pelarangan, pengawasan dan
pengendalian minuman beralkohol.

10 | Kabupaten | Perda No. 14 Tahun 2011 Tentang
Inragiri Pengawasan dan Pengendalian
Hilir Minuman Beralkohol di Kabupaten

11 | Kabupaten | Perda Kabupaten Sukoharjo No. 7

Sukoharjo | Tahun 2012 Tentang Pengawasan,
Pengendalian, Peredaran , penjualan
minuman beralkohol

12 | Provinsi Perda No. 5 Tahun 2012 Tentang

Bali pengendalian Peredaran Minuman

Beralkohol
13 | Kota Perda No. 6 Tahun 2013 Tentang

Samarinda | Larangan, Pengawasan, Penertiban
dan Penjualan Minuman Beralkohol di
Wilayah Kota Samarinda

14 | Sukabumi | Perda No. 1 Tahun 2014 Tentang

Peredaran Minuman Beralkohol

Sumber: Dari berbagi sumber media on line
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Implementasi Kebijakan Publik

Dalam kebijakan publik, konteks kepen-
tingan menjadi hal yang menarik untuk dika-
ji. Perkembangan studi kebijakan publik pada
kurun waktu 25 tahun terakhir mengalami
pergeseran dengan lenyapnya pandnagan
Weberian yang mempertegas perbedaan pe-
ran politisi dan birokrat yang disebut dengan
“Pure Hybrit". Dalam kajian politik, muncul-
nya kebijakan public dilihat sebagai proses
pertarungan kepentingan terhadap nilai-nilai
yang diperjuangkan.

Kepentingan yang bermain didalamnya

berasal dari ormas, pemerintah, masyarakat

dan pebisnis. Kajian kebijakan public tidak
hanya mencari sebab akibat dari munculnya
kebijakan melainkan juga mengutakan aspek
normative terhadap kritik-nilai dari analisis
kebijakan tersebut. Sehingga pilihan variable
merupakan pemilihan terhadap nilai yang sa-
ling berkaitan seperti; kesehatan, kemakmur-
an, keamanan, keddamaian, keadilam, pera-

taan, kebebasan.

Menurut William Dunn, terdapat prose-
dur yang digunakan dalam mengkaji sebuah
kebijakan, adapun prosedur tersebut dapat

dijelaskan dalam gambar dibawah ini:

Bagan 1. Analisis kebijakan yang berorientasi masalah

Kinerja

Kebijakan

Evaluasi

Hasil
Kebiajakan

perumusan
masalah

Pemantauan

S

Aksi Kebijakan
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perumusan
masalah

Masalah
Kebiajakan

perumusan
masalah

Peramalan

Masa depan
kebijakan

perumusan
masalah

Rekomendasi

/

Sumber: William Dunn,
Analisis kebijakan publik,
2003,Hal.21
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Menurut Dunn, analisis kebijakan dilaku-
kan untuk menciptakan, secara kritis, menilai
dan mengkomunikasikan pengetahuan yang
relevan dengan kebijakan dalam satu atau le-
nih tahap proses pembuatan kebijakan.? Da-
lam hal ini Dumm juga menjelaskan tahapan-
tahapan yang perlu dilkaukan dalam proses

pembuatan kebijakan, antara lain*

1. Penyusunan Agenda: para pejabat yang
dipilih dan diangkat menempatkan ma-
salah pada agenda public. Banyak ma-
salah yang tidak disentuh sama sekali
sementara yang lainnya ditunda untuk

waktu yang lama.

2. Para pejabat merumuskan alternati-
ve kebijakan untuk mengatasi masalah.
Alternative kebijakan melihat perlunya
membuat perintah eksekutif, keputusan

peradilan dan tindakan legislative.

3. Adopsi kebijakan: Alternatif kebijakan
yang diadopsi dengan dukungan dari
mayoritas legislative, consensus diantara
direktur lembaga, atau keputusan pera-

dilan.

4. Implementasi kebijakan: kebijakan yang
telah diambil dilaksanakan oleh unit-unit
administrasi yang memobilisasikan sum-

berdaya finansial manusia.

5. Penilaian kebijakan: unit-unit pemeriksa
dan akuntansi dalam pemerintahan me-
nentukan apakah badan-badan eksekutif,

legislative dan peradilan memenuhi per-

3 William Dunn, Pengantar Analisis Kebijakan
Publik, Gajahmada University Press, 2003, hal. 23

4 Ibid, hal. 24
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syaratan undang-undang dalam pembu-

atan kebijakan dan pencapaian tujuan.

Tahapan-tahapan diatas akan digunakan
dalam menganalisis munculnya kebijakan
miras. Munculnya permasalahan yang diaki-
batkan oleh miras seperti kesehatan, masa-
lah sosial (kejahatan, pemerkosaan, kekeras-
an) menjadi hal penting dalam perumusan
masalah pada proses penyusunan kebijakan.
dalam konteks inilah kajian politik menjadi
penting. Banyaknya kepentingan yang masuk
dalam proses penyusunan kebijakan menjadi
kajian khusus untuk melihat alasan sebuah
kebiajkan dimunculkan. Pengumpulan infor-
masi yang berasal dari masyarakat, ormas
dan lembaga yang kompeten menjadi pen-

ting dalam proses penyusunan.

Harapan kehidupan sosial yang aman,
nyaman menjadi salah satu prediksi yang di-
munculkan setelah kebijakan pengendalian
miras dilakukan. Sehingga dapat mengurangi
permasalahan sosial yang muncul. Hal terse-
but menjadi rekomendasi penting dalam me-
nyusun kebijakan pengendalian miras. Dalam
pelaksanaannya perlu adanya pemantauan
dari berbagai unsur masyarakat dan peme-
rintah. Pemantauan sebagai pijakan untuk

melakukan evaluasi kebijakan tersebut.

Peredaran Miras di Indonesia
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Pada Peraturan Presiden pasal 7 tersebut
ditegaskan bahwa minuman beralkohol go-
longan A,B,dan C hanya dapat dijual disejum-
lah tempat seperti hotel, bar, restoran yang
memenuhi syarat. Hal yang baru dari Perp-
res tersebut adalah pemberian kewenangan
kepada bupati, walikota serta gubernur di
daerah untuk menentukan tempat-tempat
dimana minuman beralkohol boleh diperjual
belikan atau di konsumsi dengan syarat tidak
berdekatan dengan tempat ibadah, sekolah

dan rumabh sakit.

Munculnya Perpres No. 74 Tahun 2013
belum mampu meminimalisir peredaran mi-
ras di masyarakat, justru semakin mengkha-
watirkan. Seperti yang terjadi pada tanggal
16 Desember 2014, dimana Petugas Satuan
Industri Perdagangan Direktorat Kriminal
Khusus (Satindag Dikrimsus) Polda Metro
Jaya melakukan penggerebekan pembuatan
miras oplosan di Pulogebang Jakarta Timur
dan berhasil menyita 10.200 botol siap edar

dan mengamankan 3 orang tersangka.

Indonesia dinilai sebagai surga bagi
perdagangan minuman keras. Hal tersebut
dapat dibuktikan dengan jumlah impor mi-
numan keras dan minuman beralkohol yang
semakin meningkat. dibawah ini perkem-
bangan impor minuman keras dan minuman
beralkohol yang semakin meningkat dari ta-

hun ke tahun.
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Tabel. 2 Impor Miras Tahun 2007-2009

NO TAHUN IMPOR

1 Tahun 2007
2 Tahun 2008
3 Tahun 2009

JUMLAH MIRAS

28.690 karton
143.668 karton
279.052 karton

Sumber: Data Kementerian Perdagangan dari
berita www. Republika.co.id, Rabu 19 Juni 2013

Mengkonsumsi  minuman  beralkohol
berdampak secara kesehatan, sosial, keman-
an dan ekonomi. Dalam bidang kesehatan
berdasarkan pada laporan WHO tahun 2011
menyebutkan sebanyak 320.000 orang usia
15-29 tahun meninggal karena alkohol. Di In-
donesia sendiri menurut catatan dari Gerak-
an Nasional Anti Miras (GeNAM), setiap ta-
hun jumlah yang meninggal akibat minuman
beralkohol mencapai 18.000 orang. Sedang-
kan dalam hasil riset kesehatan Dasar (Ris-
kesdas) pada tahun 2007, jumlah pengkon-
sumsi alkohol seluruh Indonesia mencapai
4.6% atau kurang lebih 10.345.625 jiwa dari
224.904.900 jiwa. Adapun jumlah terbanyak
meminum-minuman keras berasal dari usia
produkstif 15-34 sebanyak 6,7%.> Meminum
minuman keras secara kesehatan juga dapat
meyebabkan gangguan otak, gangguan hati,
kerusakan fungsi pancreas, kanker dan me-

matikan sistem kekebalan tubuh.

Dampak sosial dan keamanan yang di-
timbulkan dari mengkonsumsi minuman ke-
ras adalah semakin banyaknya kriminalitas
yang terjadi yang disebabkan oleh minuman

keras. Mereka yang mengkonsumsi minuman

> Minuman Beralkohol: Dilarang atau diawasi
peredarannya, Rechsvinding online, diakses tang-
gal 13 Januari 2016
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keras cenderung melakukan tindak kekeras-
an dan kriminalitas karena tidak menyadari
perilakunnya. Ada indikasi sebanyak 58% tin-
dak kekrasan, perkosaan dan pembunuhan
terjadi dibawah pengaruh minuman keras.®
Dari satuan Polres Blitar misalnya, menegas-
kan bahwa Polres telah menangani 226 kasus
kejahatan yang disebabkan oleh miras pada
taahun 2012. Angka tersebut mengalami
kenaikan dibandingkan dengan tahun 2011
yang hanya 178 kasus.’

Dampak ekonomi yang ditimbulkan dari
aturan untuk membatasi peredaran minuman
beralkohol adalah perolehan cukai Indonesia.
pada tahun 2014 lalu, Indonesia mempero-
leh Rp. 126,7 Triliun dari hasil cukai rokok dan
alkohol® Seperti yang disampaikan oleh ke-
tua komisi XI DPR Fadil Muhammad dalam
acara diskusi panel “Reformasi Cukai: Kasus
ASEAN", bahwa perolehan cukai pada saat
ini masih sangat bergantung pada rokok dan
alkohol dengan besaran 95% dari total pero-
lehan cukai di Indonesia, seperti yang dapat
dilihat pada tabel di bawah ini tentang pene-
rimaan cukai dari Minuman Mengandung Etil

Alkohol Dalam Negeri.

® Mohammad Mulyadi, Darurat Miras Oplo-
san, Info Singkat Kesejahteraan Soisal Vol.VI,No.
24/11/P3Dl/Desember/2014, Pusat Kajian dan
Pengolahan Data Informasi (P3DI) Sekretariat
Jenderal DPR-RI, hal. 9

7 Mohammad Mulyadi, Darurat Miras Oplo-
san, Info Singkat Kesejahteraan Soisal Vol.VI,No.
24/11/P3Dl/Desember/2014, Pusat Kajian dan
Pengolahan Data Informasi (P3DI) Sekretariat
Jenderal DPR-R], hal. 11

8 Kritik Terhadap Pelonggaran Miras, www.
politikindonesia.com, diakses 13 Januari 2016

SWATANTRA V-15_N-02_2017 (A4_125-230) isi setl.indd 151

Tabel. 3 Penerimaan cukai dari Minuman
Mengandung Etil Alkohol Dalam Negeri

TAHUN PENERIMAAN CUKAI %

2009 888,787.16

2010 2,654,788,84 198.70%
2011 3,476,108.34 30,94%
2012 4,3 triliun

2013 3,8 triliun 11,32%
2014 5,38 triliun 41,6%
2015 4,6 triliun 70.6%

Sumber: dari berbagai sumber

(RAPBN-P)
2015 pemerintah telah sepakat untuk me-

Dalam Rancangan APBN

naikkan target dan penerimaan Bea dan Cu-
kai dari Rp. 178,3 Triliun menjadi Rp. 188,3.
Komponen tersebut berasal dari cukai rokok
serta minuman beralkohol. Secara umum mi-
numan beralkohol golongan A dengan kadar
5% relative sangat signifikan dibandingkan
dengan penerimaan golongan lainnya.® Hal
ini menegaskan bahwa cukai minuman ber-

alkohol sangat mendominasi.

Pada tahun 2016 pemerintah akan me-
naikkan tarif cukai minuman beralkohol se-
bagai salah satu strategi pencapaian target
penerimanaan dari yang semula mengandal-
kan penerimaan bea masuk menjadi berori-
entasi pada kenaikan tarif cukai mulai 1 Ja-
nuari 2016.*° Menurut Direktur Penerimaan
dan peraturan DJBC Soegeng A.P, Kenaikan
tarif cukai, khususnya untuk minuman bera-

lkohol dimaksudkan juga untuk mengurangi

® Perlunya Menaikkan Tarif Cukai Rokok,
Media Keuangan, Maret 2015 Hal. 40

10 2016,Pemerintah Bakal Naikkan Tarif Cukai
Minuman Beralkohol, CNN Indonesia, Rabu,07
Oktober 2015.
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tingkat konsumsi di masyarakat, karena salah
satu karakteristik cukai dikenakan untuk seti-

ap benda yang berdampak pada kesehatan.!!

Seiring dengan hal diatas, Kementerian
Perindustrian dan Perdagangan mengeluar-
kan kebijakan untuk melarang penjualan mi-
numan keras di minimarket-minimarket di In-
donesia. Kebijakan tersebut tertuang dalam
Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag)
No.06/M-DAG/PER/1/2015 tentang Pengen-
dalian dan Pengawasan terhadap Pengadaan,
Peredaran dan Penjualan Minuman Beralko-
hol*2. Dalam peraturan tersebut dicantumkan
larangan minuman beralkohol dibawah 5%
dijual di minimarket dan pedagang-peda-
gang kecil. Aturan tersebut diharapkan dapat
menekan peredaran minuman keras. Namun
dalam beberapa hal, peraturan tersebut juga
mendapatkan sorotan dan tentangan dari

berbagai pihak, dengan berbagai alasan:*?

1. Akan memungkinkan munculnya miras
oplosan dan illegal, dimana pada tahun
2014 telah menelan banyak korban.

2. Adanya pihak-pihak yang merasa diru-
gikan akibat peraturan tersebut salah

satunya adanya protes dari Paguyub-

1. 20176,Pemerintah Bakal Naikkan Tarif Cukai
Minuman Beralkohol, CNN Indonesia, Rabu,07
Oktober 2015

12 Mulai Besok, Minimarket Dilarang Jual
Minuman Beralkohol, Kompas.com, Rabu, 15
April 2015

13 Pengendalian Miras, Refleksi Kebijakan

Kompromis, https://www.islampos.com, kamis 11
Rajab 1436/30 April 2015, diakses pada tanggal

13 Januari 2016
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an Pedagang Bir Banyumas, dan lebih

menguntungkan bagi pelaku besar.

3. Berkaitan dengan kebiasaan dan ke-
budayaan masyarakat Indonesia yang
mengatasnamakan tradisi. Sehingga mi-
ras menjadi bagian yang tidak terpisah-

kan.

Dalam pemerintahan Presiden Joko Wi-
dodo, peraturan minuman keras atau minum-
an beralkohol masuk dalam paket kebijakan
ekonomi yang dikeluarkan oleh Pemerintah
pada tanggal 9 September 2015. Miras ma-
suk dalam daftar barang yang akan dilong-
garkan pendistribusiannya atau di relaksasi.
Kebijakan ini bertujuan untuk merangsang
perbaikan ekonomi Indonesia.’* Pelonggar-
an tersebut berdasarkan Peraturan Direktur
Jenderal Perdagangan Dalam Negeri (Dirjen
Dagri) No. 04/PDN/PER/4/2015 tentang Pe-
tunjuk teknis Pelaksanaan Pengendalian Per-
edaran dan Penjualan Minuman Beralkohol
Golongan A yang isinya memberikan kelelu-
asaan kepada Kepala daerah untuk menen-
tukan lokasi mana saja yang diperbolehkan
untuk menjual miras. Peraturan tersebut me-
rupakan aturan yang yang bertujuan untuk
merelaksasi Permendag Nomor 6 Tahun 2015
tentang Pengendalian dan Pengawasan ter-
hadap Pengadaan, Peredaran, dan Perizinan

Minuman Beralkohol.

Kebijakan tersebut bertujuan untuk men-

dongkrak daya beli masyarakat, sekaligus

4 Kritik Terhadap Pelonggaran Miras, www.
politikindonesia.com, diakses 13 Januari 2016
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daya saing industri dan merangsang investa-
si. Seperti yang disampaikan oleh Dirjen Bea
Cukai Kementerian Keuangan, Heru Pambudi
yang memberikan informasi bahwa dengan
pihaknya mendukung pembatasan bir di mi-
nimarket dan retail, data menunjukan adanya
penurunan cukai minuman beralkohol. Da-
lam laporan pencapaian DJBC tahun 2015,
penerimaan cukai dari minuman beralkohol
hanya Rp 4,6 triliun atau hanya 70.6 persen
dari target yang sebesar Rp 6,4 triliun. Pe-
nerimaan ini turun Rp 2 triliun lebih rendah
jika dibandingkan dengan tahun 2014 yang
sebesar Rp 5,3 triliun*®. Langkah Menteri
Perdagangan yang melarang penjualan mi-
numan beralkohol di minimarket berimplika-
si pada turunnya penerimaan cukai sebesar
Rp 2 triliun.

Woujud dari kebijakan merelaksasi aturan
lama adalah dengan memberikan kewenang-
an untuk mentapkan wilayah mana saja yang
bisa menjual minuman beralkohol atau seje-
nisnya. Dengan direlaksasinya aturan terse-
but maka pemerintah daerah akan memiliki
wewenang untuk menetapkan daerah mana
saja yang bisa menjual bir dan minuman se-
jenisnya. Kebijakan ini dilakukan karena Pe-
merintah Daerah dianggap yang paling tahu
tentang lokasi mana saja yang memerlukan
izin menjual minuman beralkohol dan mana
yang tidak. Dengan merelaksasi aturan terse-
but bukan berarti minuman beralkohol go-

longan A bisa dijual kembali di minimarket,

BBir Dilarang Dijual di Minimarket, Peneri-
maan Cukai Hilang Rp 2 Triliun , www.kompas.
com, 8 Januari 2016, diakses tanggal 13 Januari
2016
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karena untuk pelarangan penjualan bir ma-
sih diatur dalam Permendag No. 6/2015 ten-
tang perubahan keddua atas Permendag No.
20/M-DAG/4/2014

dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, per-

tentang Pengendalian

edaran dan Penjualan Minuman Beralkohol.

Pemerintah yang berfungsi untuk meng-
awasi dinilai tidak tegas soal aturan penjualan
miras. Di Indonesia miras bebas dijual 24 jam.
Adapun di Turki dan Thailand penjualan mi-
ras dilakukan pada jam-jam tertentu. **Dalam
kenyataannya miras telah menjadi salah satu
pendorong terbesar dari berbagai kriminali-
tas yang ada, mulai dari begal, penodongan,
pemerkosaan, pembunuhan dan lainnya. Mi-
ras dijadikan sebagai komponen utama un-
tuk menunjang nyali (keberanian).'” Untuk itu
pemerintah seharusnya mementingkan pe-
ngendalian miras secara mendasar dan kom-
prehensif minuman keras perlu diatur melalui
pengendalian peredaran ditengah masyara-
kat dan tidak boleh dijual bebas.

Kebijakan relaksasi Peraturan Direktur
Jenderal Perdagangan Dalam Negeri No.04/
PDN/PER/4/2015 tentang Petunjuk teknis
Pelaksanaan Pengendalian Peredaran dan
Penjualan Minuman Beralkohol Golong-
an A, menimbulkan Pro-kontra di kalangan
masyarakat. Aturan tersebut dipandang te-

lah memberikan keleluasaan kepada Kepala

¢ Indonesia Surganya Miras: Peredaran
Miras, 19 Juni 2013, www. Republka.co.id, diakses
13 Januari 2016

17" Pengendalian Miras, Refleksi Kebijakan

Kompromis, https://www.islampos.com, kamis 11
Rajab 1436/30 April 2015, diakses pada tanggal

13 Januari 2016
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Daerah untuk menentukan lokasi mana saja
yang diperbolehkan menjual miras jenis bir
didaerahnya masing-masing, sehingga di-
khawatirkan akan membuat penjualan miras

kembali marak.

Dilihat dari kebijakan tentang pengenda-
lian minuman keras dan minuman beralkohol
selamai ini, Nampak jelas bahwa terdapat
kepentingan ekonomi yang sangat kuat de-
ngan menjadikan cukai minuman beralkohol
menjadi salah satu hal yang dominan dalam
meningkatkan pendapatan. Pergantian ke-
bijakan sebagai bentuk implementasi dari
peraturan presiden no. 74 tahun 2013 juga
mengalami perubahan dalam waktu yang
pendek atau singkat. Perubahan tersebut me-
munculkan pertanyaan tentang kepentingan
apa saja yang ingin di capai oleh pemerintah
dengan melonggarkan kembali peredaran
miras yang lebih menekankan pada peran
pemerintah daerah dalam hal pengawasan
dan pengendalian minuman keras dan mi-
numan beralkohol. Disisi lain, masih banyak
pemerintah daerah yang belum merespon
dengan keinginan pemerintah pusat, sehing-
ga perda yang ada di daerah belum mencer-
minkan upaya untuk melakukan pengawasan
dan pengendalian peredaran minuman keras.
Dari hal tersebut maka, kajian tentang kebi-
jakan politik minuman keras dan minuman

beralkohol menjadi penting untuk diteliti.

Peredaran Miras di Jakarta

Upaya pengendalian dan pengawasan
terhadap peredaran minuman beralkohol

atau minuman keras menjadi sebuah ke-
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butuhan bagi masyarakat, terutama untuk
menyelamatkan generasi muda di wilayah
perkotaan seperti di DKI Jakarta, Depo dan
Tangerang. Minuman keras saat ini dilihat
sebagai bagian dari permasalahan kompleks.
Menurut penilaian Kepala Pusat Kajian Krimi-
nologi FISIP Universitas Indonesia, Igrak Sah-
lul, menjelaskan ada banyak unsur yang yang
berkaitan dengan miras. Mulai dari ekonomi
sampai budaya, dan tercetusnya sebuah ke-

jahatan di lingkungan masyarakat.'8

Peredaran minuman keras dan minuman
beralkohol di Jakarta sangat tinggi, hal ini di-
buktikan dengan jumlah minuman keras dan
minuman beralkohol sebagai barang sitaan
hasil razia yang dilakukan oleh Jajaran Satuan
Polisi Pamong Praja (Satpol PP) DKI Jakarta
bekerjasama dengan kepolisian. Berdasarkan
info Polda Metrojaya, pada tahun 2014 Pol-
res Jakarta Utara menyita 24.540 botol miras
dari berbagai jenis. Disisi lain Satpol PP terus
melakukan penertiban peredaran miras dan
minol illegal di Jakarta. Hasilnya razia sejak
Januari-Juni 2015 berhasil diamankan seba-
nyak 11.321 botol miras dan minol yang tidak
berijin yang terjaring dari enam wilayah DKI
Jakarta. Jumlah tersebut semakin bertambah
dengan di sitanaya 6.374 botol miras pada
bulan Juli-Desember tahun 2015 di Jakarta
timur, 8.425 di Jakarta utara. Begitu juga de-
ngan Depok dan Tangerang.

8 Peredaran Miras Kian Ganas, Indonesia
Perlu UU Anti Miras. https://sacafirmansyah.word-
press.com, diakses pada tanggal 13 Januari 2016
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Tabel. 4 Jumlah Miras Hasil Razia Satpol PP
DKI Jakarta Bulan Januari-Juni 2015

No | Wilayah Jumlah Botol

1 | Jakarta Selatan 1.815 botol
2 | Jakarta Timur 1.332 botol
3 | Jakarta Barat 1.132 botol
4 | Jakarta Pusat 1.014 botol
5 | Kepulauan Seribu 219 botol
6 | Jakarta Utara 4.102 botol
7 Provinsi DKI Jakarta 1.926

Sumber: dari berbagai sumber media
berdasarkan data satpol PP DKI Jakarta

Dalam hal kriminalitas, minuman keras
memberikan sumbangan yang cukup signifi-
kan. Hal ini dibuktikan dengan hasil peneliti-
an pada tahun 2013, penelitian dari Gerakan
Nasional Anti Miras (GeNam) menemukan
bahwa 4% kejahatan di Jakarta sepanjang ta-
hun tersebut dilatarbelakangi oleh minuman
keras.!® Seperti yang disampaikan oleh Ke-
pala Pusat Kajian Kriminologi FISIP Univer-
sitas Indonesia, Igrak Sahlul, bahwa dalam
penelitian yang melibatkan 100 napi Kelas 1
itu diketahui, miras memiliki peranan sangat
penting dalam memengaruhi kejahatan. Hi-
potesanya adalah miras memengaruhi cara
berpikir orang, termasuk membuat emosi
menjadi tidak stabil. Dari emosi inilah ke-
mungkinan besar terjadi tindak kejahatan ka-

rena mereka tidak ada kontrol.?° Miras meru-

¥ Mohammad Mulyadi, Darurat Miras Oplo-
san, Info Singkat Kesejahteraan Soisal Vol.VI,No.
24/11/P3Dl/Desember/2014, Pusat Kajian dan
Pengolahan Data Informasi (P3DI) Sekretariat
Jenderal DPR-R], hal. 11

20 Peredaran Miras Kian Ganas, Indonesia
Perlu UU Anti Miras. https://sacafirmansyah.word-
press.com, diakses pada tanggal 13 Januari 2016
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pakan tindak kriminalitas dan selalu dibahas
dalam studi kriminologi. Pasalnya, efek yang
disebabkan miras sangatlah besar. Dari kasus
kriminal berskala kecil sampai besar, seperti
aksi pembunuhan.? Misalnya saja yang terja-
di di Jakarta beberapa waktu lalu. Tiga rumah
rusak akibat keributan antara dua kelompok
di JI. Kalipasir, Menteng, Jakarta Pusat yang
dipicu pemalakan oleh sekelompok pemuda
yang mabuk di Kebon Sirih, Menteng, Jakarta
Pusat. Yang berakhir dengan penyerangan
sehingga menyebabkan satu orang kena luka

bacok.

Melihat dampak buruk yang timbulkan
oleh miras baik dari segi kesehatan maupun
keamanan, maka perlu adanya peran dari pe-
merintah untuk dapat melakukan pengawas-
an terhadap peredaran minuman keras. Perp-
res No. 74 tahun 2013 merupakan salah satu
bentuk peran serta pemerintah, namun per-
aturan presiden ini perlu didukung dengan
peraturan daerah yang memadai. Dalam
Peraturan Presiden No. 74 tahun 2013 telah
memberikan wewenang kepada bupati/wa-
likota dan gubernur DKI Jakarta untuk me-
netapkan pembatasan peredaran minuman
beralkohol dengan mempertimbangkan ka-
rakteristik daerah dan budaya lokal.?? Dalam
konteks ini Mendagri menyerahkan aturan

yang terkait dengan minuman keras ke tiap-

2 Peredaran Miras Kian Ganas, Indonesia
Perlu UU Anti Miras. https://sacafirmansyah.
wordpress.com, diakses pada tanggal 13 Januari
2016

22 SBY Terbitkan Perpres Miras Baru, Jumat 03
JAnuari 2014, www.republika.co.id, diakses pada
tanggal 13 Januari 2016.
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-tiap daerah.Menurut Menteri Dalam Negeri
Tjahjo Kumolo perda miras menjadi penting
bagi masing-masing daerah. Karena miras
perlu perlu pengaturan yang baik, supaya ti-
dak dijual belikan sembarangan. Begitu juga
dengan diaturnya sanksi bagi yang tidak me-

menuhi aturan.®

Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Pur-
nama menjelaskan bahwa Pemprov DKI akan
mengembalikan kepada Peraturan Daerah
(Perda) terkait peredaran minuman beralko-
hol di Ibu Kota. Perda yang dimaksud, ada-
lah Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2007
tentang Ketertiban Umum, yang di dalamnya
disebutkan minuman alkohol lima persen ke
bawah termasuk minuman beralkohol tipe
A, yang masih boleh dikonsumsi.?* Gubernur
DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama mengu-

sulkan untuk melegalisasi minuman keras.

Keputusan yang diambil Ahok tentang
miras menuai kontraversi di tengah masya-
rakat. Seperti yang disampaikan oleh Majelis
Intelektual dan Ulama Muda Indoensia (MI-
UMI) DKI Jakarta yang menyebutkan bahwa
kebijakan tersebut sebagai kebijakan amoral,
kriminal dan bertentangan dengan nilai-nilai

Islam.? Hal yang sama disampaikan oleh Fa-

2 Ajok Legalkan Minuman
Beralkohol,Mendagri Pasrah: Kami Serahkan
Miras ke Perda-Perda, Kamis 17 September 2015,
www.viva.co.id, diakses tanggal 13 Januari 2016.

2 Ahok Kembalikan Peredaran Miras Kepada
Perda, http://news.okezone.com, diakses pada 13
Januari 2016.

% Ahok Ingin Legalkan Miras, MIUMI DKI:
Apa Karena Pemprov Punya Saham?, https://
www.islampos.com, selasa 16 Desember 2014,
diakses tanggal 13 Januari 2016
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hira Idris, Penggagas Gerakan Nasional Anti
Miras, yang menyatakan bahwa Indonesia
adalah surganya miras yang dapat diedarkan
selama 24 jam.?* Kondisi tersebut dapat me-
nyebabkan masyarakat dan anak-anak dalam

usia produktif mudah untuk memperoleh

dan mengakses minuman keras.

Table. 5 Toko Minuman Keras di Daerah
Khusus Ibukota Jakarta

Keras

No Nama Toko Alamat
1 | Mambo Rasuna Epicentrum - 0852-
Bodega 1687-6644 - Selalu Buka
2 | Liquor shop88 | Mal Artha Gading unit 2F /
A2 /006 JI. Boulevard Artha
Gading Selatan No. 1 Jakata
Utara - (021) 45863936 - Selalu
Buka
3 | Cleveland's Cluster SanFrancisco Q4 no.32
BigBull Kota Wisata, Cibubur - 0812-
Vaporizer 8497-4625
Liquor
4 | Toko Minuman | Cipete Dalam Street - 0878-

7855-8703

Jakarta

5 | Magnus Liquor | Jakarta - 0838-9886-2889
& Wine
6 | East Indies Jakarta Utara
Liquor
Company
7 | LiqguorMart Jakarta - 0838-9958-0500
Jakarta
8 | YandCliquor |[jalan pisangan lama raya nomor
shops 3 - 0878-8054-1412
9 | Vinoteca Pacific Place Mall, Jalan Jendral
Sudirman, 12190
10 | The Wine La Piazza, Blk M1st FL - 7A,
Cellar Jalan Boulevard Kelapa Gading,
14240
11 | Redtop Hotel | Hotel RedTop, No. 72No. 72,

Jalan Pecenongan, 10120

% Peredaran Miras Kian Ganas, Indonesia

Perlu UU Anti Miras. https://sacafirmansyah.
wordpress.com, diakses pada tanggal 13 Januari

2016
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No Nama Toko Alamat

12 | Cheese & Plaza Indonesia Shopping
Caviar Ce..., Kav.28-30L3 H09, Jalan MH.

Thamrin, 10350

JI. Kemang I No. 8 Bangka
Mampang Prapatan Jakarta
Selatan DKI Jakarta, Jakarta
Capital Region 12730, Indonesia

13 | Duty Free
Tama

14 | Jakarta Wine

Sho Kemayoran
15 | Ephicure EX lifestyle X'nter, 2nd Floor,
Wine Lounge | Jalan Jendral Sudirman, 10270

Sumber: Toko miras on line

Jakarta juga sebagai kota jasa, dan tidak
dapat dipungkiri bahwa keberadaan miras
dengan kadar alkohol rendah ini merupakan
penunjang pariwisata. Hal ini dibuktikan de-
ngan tingginya konsumsi terhadap minuman
jenis ini yang berdampak pada berkembang-
nya PT Delta Djakarta yang merupakan Ba-
dan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang mem-
produksi bir merk Anker. Adapun PT Delta
Djakarta ditargetkan memperoleh pendapat-
an sebesar Rp1,3 triliun. Pemprov DKI Jakarta
memiliki 26,25 persen saham di PT Delta Dja-
karta. PT Delta tahun lalu termasuk dalam ke-
lompok tiga besar perusahaan penyumbang
pendapatan asli daerah terbanyak. PT Delta
memberikan dividen kepada pemerintah DKI
sebesar Rp50,448 miliar, di bawah PT Bank
DKI Rp205 miliar dan PT Pembangunan Jaya
Ancol Tbk Rp 61,567 miliar.?’

27 Bir Bakal Bisa Dijual Kembali di Minimarket,
http://poskotanews.com/Jumat, 18 September
2015 — 7:25 WIB, diakses pada tanggal 20 Janu-
ari 2016.
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Kesimpulan

Kebijakan relaksasi diikuti dengan Per-
aturan Direktur Jenderal Perdagangan Da-
lam Negeri No.04/PDN/PER/4/2015 tentang
Petunjuk teknis Pelaksanaan Pengendalian
Peredaran dan Penjualan Minuman Beralko-
hol Golongan A, menimbulkan Pro-kontra
di kalangan masyarakat. Aturan tersebut di-
pandang telah memberikan keleluasaan ke-
pada Kepala Daerah untuk menentukan lo-
kasi mana saja yang diperbolehkan menjual
miras jenis bir didaerahnya masing-masing,
sehingga dikhawatirkan akan membuat pen-

jualan miras kembali marak.

Peredaran miras di Jakarta tidak dapat
dipungkiri lagi. Hal ini dibuktikan dengan
tingginya konsumsi terhadap minuman jenis
ini yang berdampak pada berkembangnya
PT Delta Djakarta sebagai Badan Usaha Milik
Daerah (BUMD) yang memproduksi bir merk
Anker. PT Delta tahun lalu termasuk dalam
kelompok tiga besar perusahaan penyum-
bang pendapatan asli daerah terbanyak. PT
Delta memberikan dividen kepada pemerin-
tah DKI sebesar Rp50,448 miliar, di bawah PT
Bank DKI Rp205 miliar dan PT Pembangunan

Jaya Ancol Tbk Rp 61,567 miliar.
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